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KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KELAS I A 
 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA 

NOMOR   W16.U1/13/KPN/SK/HK.00.8/II/2023 

TENTANG 

IMPLEMENTASI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN 
NEGERI PALANGKARAYA 

 
KETUA PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA, 

 

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 
52/DJU/SK/HK.006/5/ 2014 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan 
Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di  Pengadilan, 
khususnya mengenai layanan pos bantuan hukum 

Pengadilan Negeri Palangkaraya, maka perlu menetapkan 
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya 

tentang implementasi layanan pos bantuan hukum 
Pengadilan Negeri Palangkaraya. 

Mengingat : 1. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa 

dan Madura (Reglement tot regeling van het 
rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madoera. 

(R.Bg.)) (S. 1927-227.); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana; 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman; 

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Umum; 

5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Bantuan Hukum; 

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi 

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; 

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 
026/KMA/SK/II/2010 tentang Standar Pelayanan 

Peradilan. 

8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 

Umum Mahkamah Agung Nomor 52/DJU/SK/ 
HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan 
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Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di  
Pengadilan; 

9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Mahkamah Agung Nomor 1385/DJU/SK/ 
OT.01.3/9/2016 tentang Pemberian Bantuan 

Hukum Kepada Orang Miskin atau Kelompok 
Orang Miskin dengan Ancaman Hukuman di 

Atas 5 (Lima) Tahun maupun di Bawah 5 (Lima) 
Tahun oleh Organisasi Bantuan Hukum 
Terakreditasi. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI 
PALANGKARAYA TENTANG IMPLEMENTASI LAYANAN 

POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI 
PALANGKARAYA 

KESATU 

 

: Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri 
Palangkaraya sebagaimana Lampiran, merupakan bagian 
yang   tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 

KEDUA 

 

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan 
Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor  15  Tahun 
2022 tentang Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan 

Negeri Palangkaraya dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku; 

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan 
ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan. 

 

 

 

 

 

 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. YM. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya. 

2. Yth. Tim Teknis Anggota  Jaringan Dokumentasi dan 
Informasi Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya. 

3. Yth. Tim Penjaminan Mutu/RB/ZI PN Palangkaraya: 
Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, 
Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas 
Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik. 

 
Ditetapkan di: Palangkaraya 

Pada tanggal:  16 Februari 2023 

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA 
 

 

Ditandatangani secara elektronik oleh 
KETUA  PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA 

 
 
 
H. AGUNG SULISTIYONO 
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LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA 
NOMOR W16.U1/13/KPN/SK/HK.00.8/II/2023 

TANGGAL 16 Februari 2023 

 

LAYANAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI 

PALANGKARAYA 

 

A. DASAR 

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi 
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 

2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 
52/DJU/SK/HK.006/5/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak 
Mampu di  Pengadilan. 

3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 
Mahkamah Agung Nomor 1385/DJU/SK/OT.01.3/9/2016 

tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin 
Atau Kelompok Orang Miskin dengan Ancaman Hukuman di 
Atas 5 (Lima) Tahun Maupun di Bawah 5 (Lima) Tahun 

oleh Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi. 

 

B. PENYELENGGARAAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM 

PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA 

1. Setiap orang atau sekelompok orang, pihak yang akan/telah 

bertindak sebagai: 

a. Penggugat/Pemohon, atau; 

b. Tergugat/Termohon, atau; 

c. Terdakwa, atau; 

d. Saksi; 

yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki 

akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan 
layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, 

atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, 
dapat menerima layanan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan 
Negeri Palangkaraya; 

2. Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuktikan 
dengan melampirkan: 

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang 
dikeluarkan oleh Lurah setempat yang menyatakan 
bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar 

biaya perkara, atau; 

b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti 
Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan 

Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin 
(Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu 

Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan 
Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan 
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daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu 
pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang 

berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu 
atau; 

c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat 

yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan 
Posbakum Pengadilan Negeri dan disetujui oleh Petugas 

Posbakum Pengadilan Negeri, apabila Pemohon 
layanan Posbakum Pengadilan Negeri tidak memiliki 
dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b; 

3. Posbakum Pengadilan Negeri Palangkaraya beroperasi sesuai 
dengan ketentuan Pengadilan pada hari dan jam kerja 

Pengadilan; 

4. Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa: 

a. Pemberian informasi, konsultasi, dan advis hukum; 

b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan; 

c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan 
Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, atau 
Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang 

dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma; 

5. Petugas pemberi layanan di Posbakum Pengadilan Negeri adalah: 

a. Advokat. 

b. Sarjana Hukum. 

6. Pemberian layanan oleh petugas seperti dimaksud pada angka 

5 harus dilakukan melalui kerjasama kelembagaan. 

7. Kewajiban kerjasama kelembagaan dengan pemberi 
layanan Posbakum Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud 

dalam angka 6 dilakukan Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan 
lembaga berupa: 

a. Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum; 

dan/atau 

b. Unit kerja advokasi hukum pada Organisasi Profesi 

Advokat; dan/atau 

c. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan 
Tinggi. 

8. Kerjasama sebagaimana dimaksud angka 7 dapat dilakukan 
Pengadilan Negeri dengan lebih dari satu lembaga; 

9. Kerjasama kelembagaan dilakukan melalui suatu 
perjanjian kerjasama yang berlaku dan dievaluasi sesuai tahun 
anggaran. 

 

C. MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN DI POSBAKUM PENGADILAN 
NEGERI 

1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan 
layanan hukum kepada Posbakum Pengadilan Negeri 

dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan 
memberikan persyaratan yang diperlukan; 
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2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat 

langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan Negeri; 

3. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Negeri akan mengkompilasi 
berkas perkara Penerima layanan Posbakum Pengadilan Negeri 

sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari: 

a. Formulir permohonan; 

b. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (1); 

c. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan; 

d. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan 
Negeri; 

e. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh 
petugas Posbakum Pengadilan Negeri dan Penerima Layanan 
Posbakum Pengadilan Negeri; 

4. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Negeri tidak 
sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum 
Pengadilan Negeri akan memberikan formulir permohonan 

pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri; 

5. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Negeri 
memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang 
Pengadilan Negeri, maka petugas Posbakum Pengadilan Negeri akan 

memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di 
Pengadilan Negeri dan daftar Organisasi Bantuan Hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 
2011 tentang Bantuan Hukum, atau organisasi bantuan hukum 
atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum 

cuma-cuma; 

 
D. PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

1. Pengawasan terhadap penyelenggara Layanan Hukum bagi 
masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri dilakukan oleh 

Ketua Pengadilan Negeri;  

2. Ketua Pengadilan Negeri bertanggung jawab dalam 
pelaksanaan Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu 

secara efektif dan transparan sesuai azas tujuan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 

2014;  

3. Panitera Pengadilan Negeri membuat buku register khusus 
untuk mengontrol pelaksanaan pemberian Layanan Hukum 

bagi masyarakat tidak mampu berupa Pembebasan Biaya 
Perkara dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri; 

4. Panitera Pengadilan Negeri melakukan pengawasan 

berkala terhadap jalannya kegiatan Posbakum Pengadilan dan 
melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan; 

5. Petugas Posbakum Pengadilan Negeri mengisi buku 
Register khusus yang disediakan Pengadilan mengenai 
penyelenggaraan Posbakum Pengadilan Negeri yang dilaporkan 

melalui Panitera; 
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6. Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran 
anggaran sesuai ketentuan, kemudian melakukan pembukuan 

setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Layanan 
Hukum bagi masyarakat tidak mampu; 

7. Untuk kepentingan peningkatan penyelenggaraan Layanan 

Hukum bagi masyarakat tidak mampu, Pengadilan Negeri dapat 
memberikan bimbingan teknis kepada petugas posbakum 

Pengadilan Negeri dan/atau Lembaga Pemberi Layanan Posbakum 
Pengadilan; 

 

F. PENCATATAN, PELAPORAN DAN SISTEM DATA 

1. Pengadilan mencatat penyelenggaraan Layanan Hukum 

bagi masyarakat tidak mampu secara rutin di dalam register 
yang harus disiapkan oleh Pengadilan Negeri yang terdiri atas: 

a. Register Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang 

memuat: 

1) Nomor Urut; 

2) Identitas Pemohon; 

3) Tanggal Pengajuan Permohonan; 

4) Jenis Perkara; 

5) Penghasilan Pemohon perbulan; 

6) Tanggal dan nomor Penetapan KPN; 

7) Besaran Bantuan Biaya di Tingkat Pertama; 

8) Besaran Bantuan Biaya di Tingkat Banding; 

9) Besaran Bantuan Biaya di Tingkat Kasasi; 

10) Besaran Bantuan Biaya di Tingkat Peninjauan Kembali;  

11) Besaran Bantuan Biaya Eksekusi; 

12) Keterangan. 

b. Register Layanan Pos Bantuan Hukum yang memuat: 

1) Nomor Urut; 

2) Identitas Pemohon; 

3) Tanggal Pengajuan Permohonan; 

4) Layanan Hukum yang dimohonkan; 

5) Durasi Layanan; 

6) Nama Petugas Yang Melayani; 

7) Lembaga Asal Petugas; 

8) Keterangan; 

c. Register Sidang di Luar Gedung Pengadilan yang memuat: 

1) Nomor Urut; 

2) Tanggal Pengajuan Permohonan; 

3) Nomor Perkara; 

4) Jenis Perkara; 
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5) Identitas Pemohon; 

6) Tanggal Sidang; 

7) Lokasi Sidang; 

8) Nama Hakim/Majelis Hakim; 

9) Nama Panitera Pengganti; 

10) Keterangan. 

2. Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh Petugas Pengadilan 

Negeri yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri bertanggung jawab 
melakukan pencatatan pemberian Layanan Hukum bagi 
masyarakat tidak mampu berupa Pembebasan Biaya 

Perkara dan penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung 
Pengadilan yang dilaporkan kepada Ketua Pengadilan setiap 

bulan; 
3. Petugas Posbakum Pengadilan Negeri dibantu oleh 

petugas Pengadilan Negeri yang ditunjuk Ketua Pengadilan 

bertanggung jawab melakukan pencatatan pemberian Layanan 
di Posbakum Pengadilan Negeri yang dilaporkan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri setiap bulan, termasuk layanan yang 

diberikan di Posbakum Pengadilan Negeri yang dilakukan 
secara terpadu dengan pelaksanaan Sidang di luar gedung 

Pengadilan; 
4. Panitera dibantu oleh petugas pengadilan yang ditunjuk Ketua 

Pengadilan melakukan pencatatan lebih lanjut terhadap 

jalannya Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu atas 
permohonan yang diajukan pada sistem data yang memuat 

keterangan-keterangan Jumlah anggaran Posbakum 
Pengadilan Negeri yang tersedia, yang digunakan, jumlah 
penerima layanan, jumlah pemohon layanan yang tidak 

terlayani dan rincian penggunaanya;  
5. Panitera Muda Hukum dibantu oleh Petugas Pengadilan 

Negeri yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri melakukan 

rekapitulasi Pelaporan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak 
mampu setiap bulan berdasarkan data Pencatatan ke 

dalam Sistem Data Layanan Hukum bagi masyarakat tidak 
mampu secara elektronik melalui sistem teknologi informasi 
terkini yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri;  

6. Panitera Muda Hukum wajib melakukan rekapitulasi 
pelaporan bantuan hukum setiap bulan berdasarkan data 

pencatatan ke dalam sistem Data Pos Bantuan Hukum 
Pengadilan Negeri secara elektronik;  

7. Pengiriman laporan pemberian layanan hukum bagi 

masyarakat tidak mampu dilakukan melalui email: 
tatakelola@yahoo.com 
 

G. MEKANISME PENGADUAN, PENYAMPAIAN KELUHAN 
DAN PENYELESAIAN MASALAH 

1. Masyarakat penerima layanan berhak menyampaikan pengaduan 
atau keluhan atas kualitas layanan yang buruk atau praktik-praktik 
layanan yang menyimpang dari ketentuan Layanan Hukum bagi 

masyarakat tidak mampu di dalam petunjuk pelaksanaan ini; 

2. Pengaduan atau penyampaian keluhan sebagaimana dimaksud pada 
angka 2 dapat disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan 

mailto:tatakelola@yahoo.com
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mengisi formulir pengaduan yang tersedia dan mengembalikannya 
pada kotak aduan di Pengadilan Negeri; 

3. Formulir pengaduan atau penyampaian keluhan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disediakan pengadilan di setiap Meja 
Informasi;  

4. Semua formulir pengaduan atau penyampaian keluhan dijaga 
kerahasiaannya; 

5. Dalam hal Petugas Meja informasi atau Petugas Posbakum 
Pengadilan Negeri menerima masyarakat yang menyampaikan aduan 
atau keluhannya, maka wajib mengarahkan orang yang 

bersangkutan pada formulir sebagaimana dimaksud pada angka 3;  

6. Petugas Meja Informasi atau petugas Posbakum Pengadilan dapat 

membantu masyarakat mengisi formulir pengaduan atau 
penyampaian keluhan selama tidak mengandung konflik 
kepentingan; 

7. Petugas Meja Informasi atau Petugas Posbakum Pengadilan 
dilarang mencampuri atau mempengaruhi isi aduan atau keluhan; 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA 
 

 

Ditandatangani secara elektronik oleh 
KETUA  PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA 

 
 
 
H. AGUNG SULISTIYONO 
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